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1. TASHAWWUR (DESKRIPSI)

Perkawinan adalah ikatan antara seorang laki-laki dan seorang
perempuan untuk membangun rumah tangga bagi kebahagiaan (sakinah)
mereka berdua dan kebahagiaan seluruh anggota keluarga yang menjadi
tanggung jawabnya. Oleh karena itu, akad perkawinan harus didasari
dengan kerelaan dan kemauan mereka berdua sebagai calon mempelai.
Pemaksaan dalam perkawinan akan menumbuhkan bibit kebencian
pada awal membangun biduk rumah tangga, yang bisa mengantarkan
pada konflik dan permusuhan (‘addwah) berkepanjangan, tindakan
kezaliman (dhulmun), dan bagi perempuan bebannya semakin berlipat,
karena akan mengalami kehamilan, yang melelahkan (kurhan), dengan
beban berlipat (wahnan ‘ala wahnin), lalu melahirkan, menyusui, dan
kemudian mengurus serta membesarkan anaknya. Fase-fase reproduksi
ini akan sulit dilalui perempuan apabila memasuki jenjang perkawinan
dengan pemaksaan, dan kemudian dipenuhi kebencian.

Dampak lain dari pemaksaan perkawinan yang bersifat fisik di
antaranya adalah gangguan pada organ dan fungsi reproduksi. Jika
terjadi pada perempuan usia anak, pemaksaan hubungan seksual
akan berdampak pada pendarahan, iritasi, infeksi vagina, kanker
serviks atau kanker leher rahim, lemah, sering pingsan, dan lain-lain.
Fakta ini tidak hanya membawa dampak pada menurunnya kualitas
kesehatan secara fisik, tetapi juga melemahnya kesehatan mental
perempuan karena trauma yang berkepanjangan.

Sayangnya, pemaksaan perkawinan pada perempuan merupakan
fakta yang sudah lama terjadi. Sampai sekarang, dengan dalih budaya,
agama, sosial, dan ekonomi, pemaksaan perkawinan masih terus terjadi.

Pemaksaan perkawinan di Indonesia adalah fenomena gunung
es yang sangat memprihatinkan dan memiliki dampak serius yang
berbahaya (dlarar) pada perempuan. Sementara upaya perlindungan
perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan masih minim dan
mengalami banyak kendala.
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Dalam sidang Judicial Review atas UU Perkawinan Nomor 1
Tahun 1974 berkaitan dengan usia minimal perkawinan, ada deskripsi
mengenai dampak buruk pemaksaan perkawinan yang disampaikan
tiga orang saksi, yaitu Endang Wasrinah, Maryanti, dan Rasminah.

Saksi pertama, Endang Wasrinah, dinikahkan oleh orang tuanya
pada usia 14 tahun. Ia terpaksa putus sekolah, karena harus melayani
suami dan mengasuh anak. Ia pun mengalami infeksi dan iritasi
pada organ reproduksi akibat hubungan seksual.

Saksi kedua, Maryanti, mengalami pemaksaan perkawinan pada
usia 14 tahun. Ia tidak lulus Sekolah Dasar. Selama menikah,
Maryanti mengalami keguguran selama 2 kali, saat hamil pada usia
15 tahun dan 16 tahun. Pada saat keguguran, ia pergi ke dukun
untuk membersihkan rahimnya, karena ketiadaan biaya. Pada usia 19
tahun, ia memiliki anak yang ketiga, tetapi anak tersebut meninggal
dunia dalam usia 4 bulan.

Saksi ketiga, Rasminah, mengalami pemaksaan perkawinan pada
usia 13 tahun. Ia melahirkan anak pada usia 14 tahun. Pada saat menjadi
saksi, dia telah menikah sebanyak 4 kali. Dua pernikahan pertama
dilakukan pada usia anak. Suami pertama meninggalkannya begitu
saja. Suami kedua sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga
(KDRT), yakni tidak memberinya nafkah dan sering memukulinya.

Tiga kasus pemaksaan perkawinan pada perempuan usia anak
ini menjadi pertimbangan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 22/PUU-XV/2017 yang menaikkan usia minimal perkawinan
menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan.

Data awal mengenai kasus pemaksaan perkawinan bisa diperoleh
dari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pada tahun
2018-2022, terdapat 213 data kasus pernikahan yang bermasalah
disebabkan pemaksaan perkawinan. Dari data tersebut, 119 kasus
diputuskan sebagai putusan perceraian oleh Pengadilan Agama di
Indonesia (Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia,
2022).
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Komnas Perempuan mencatat peningkatan kasus pemaksaan
perkawinan seiring dengan meningkatnya perkawinan anak, yakni
sebesar 300 persen. Komnas perempuan juga menyebutkan mayoritas
korban pemaksaan perkawinan adalah perempuan dan anak perempuan
(Komnas Perempuan, 2021).

Kasus pemaksaan perkawinan rentan terjadi pada model per-
kawinan yang dipraktikkan berbagai tradisi dan kebiasaan budaya di
Indonesia. Seperti kawin tangkap di Nusa Tenggara Timur (Doko,
dkk., 2021), perjodohan anak di Madura (Addurrofiq, 2010), nikah
tabaruk di Situbondo dan Bondowoso (Juhariyanto, 2022), praktik
nikah sirit di masyarakat adat Lampung Pepadun (Oktora, 2017),
tradisi pruse di Lombok (mubadalah.id., 2022), tradisi pattongko siri
di Gowa (Irnawati, 2015). Pemaksaan perkawinan terhadap anak di
bawah umur juga terjadi di lingkungan kelompok ekstremis sebagai
model perekrutan di Indonesia (Darajah, 2022).

Pemaksaan perkawinan menimbulkan banyak dampak buruk
(mafsadat) dan bahaya (madlarat) yang merugikan perempuan
sehingga sulit membentuk keluarga sakinah dan mashlahah.
Pemaksaan perkawinan berdampak buruk dan sistemik dalam
kehidupan perempuan. Secara psikis dan sosial, praktik pemaksaan
perkawinan menimbulkan dampak buruk, antara lain; trauma, depresi,
stigma negatif, perceraian, konflik keluarga, perselingkuhan, dikucilkan
jika menolak perkawinan, bahkan dapat berakibat fatal seperti bunuh
diri (Mahfudin dan Musyarrafah, 2019).

Pemaksaan perkawinan juga berdampak bahaya pada fungsi
reproduksi perempuan, seperti terjadinya kekerasan seksual dalam
perkawinan melalui pemaksaan hubungan intim. Lalu ketika hamil,
ia tidak menghendaki kehamilannya, sehingga bisa berujung pada
aborsi tidak aman. Dampak lainnya adalah pemalsuan dokumen anak
yang lahir dari pernikahan sirri yang dipaksakan, terjadi penolakan
dan kebencian terhadap anak yang lahir dari pemaksaan perkawinan
oleh ibunya sendiri, serta menurunnya spiritualitas dan religiositas
korban (Muzayyanah, 2007).
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Secara budaya, pemaksaan perkawinan akan memutus, atau
mengurangi secara signifikan, akses seorang perempuan dari
pendidikan. Perempuan yang dipaksa menikah, jika masih berada
pada usia sekolah, atau bahkan kuliah, biasanya akan berhenti
sekolah dan kuliah.

Seorang perempuan pengasuh pesantren di Makassar me-
nyampaikan dampak bahaya pemaksaan perkawinan dalam aspek
pendidikan. Pada tahun 2005, 100 santriwatinya terpaksa berhenti dari
pendidikan di pesantren disebabkan pemaksaan perkawinan. Mereka
berhenti sekolah karena merasa malu di usia yang masih dini sudah
dinikahkan sehingga putus harapan. Apalagi kalau anak perempuan
tersebut langsung hamil, melahirkan, dan menyusui. Faktanya 90%
santriwati tersebut bercerai dengan usia pernikahan yang relatif
pendek, sekitar 1,5 tahun (Halagah KUPI, Makassar, 2022).

Pada aspek ekonomi, pemaksaan perkawinan yang terjadi
di kalangan masyarakat miskin juga rawan terhadap terjadinya
penelantaran ekonomi. Rapuhnya fondasi ekonomi keluarga inilah
yang juga memicu konflik yang bisa berujung pada perceraian. Hal ini
juga diperkuat dengan testimoni seorang ibu muda korban pemaksaan
perkawinan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT),
dipaksa hamil (apabila tidak bersedia hamil harus merelakan suami
berpoligami), dan penelantaran ekonomi oleh suaminya, sehingga ia
menggugat cerai. Ketika mengajukan gugatan perceraian terhadap
suaminya, ia tidak diakui oleh keluarganya karena dianggap durhaka,
sehingga ia mencoba 3 kali upaya bunuh diri hingga dirawat di
Rumah Sakit Jiwa karena mengalami gangguan mental (Musyawarah
KUPI, Jepara, 2022).

Pada aspek kesejahteraan dan kesehatan, pemaksaan perkawinan
membahayakan fisik dan mental, seperti gangguan pada organ dan
fungsi reproduksi akibat aborsi di usia anak yang dipaksa menikah,
pemaksaan hubungan seksual di usia anak yang dipaksa menikah,
pendarahan, iritasi dan infeksi vagina, lemah, sering pingsan, dan
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lain-lain. Fakta ini tidak hanya menyebabkan menurunnya kesehatan
fisik, tapi juga melemahnya kesehatan mental korban karena trauma
yang berkepanjangan. Hal ini diperkuat oleh kesaksian seorang Bu
Nyai penyintas yang mengalami pemaksaan perkawinan dan berujung
perceraian (Halagah KUPI, Surabaya, 2022).

Pemaksaan hubungan seksual pada perempuan yang dipaksa
menikah, yang di dalam dirinya penuh keengganan dan penolakan
dapat berdampak pada terganggunya kesehatan reproduksinya, hingga
menyebabkan kanker serviks atau kanker leher rahim.

Pada aspek politik, pemaksaan perkawinan telah merampas
hak perempuan dan anak untuk tumbuh kembang dalam meng-
optimalkan potensinya sebagai warga negara. Secara budaya, ketika
seorang perempuan dipaksa menikah dan memasuki kehidupan
rumah tangga, maka ia tidak lagi memiliki relasi sosial yang cukup
untuk bisa terlibat dengan kerja-kerja pemberdayaan warga negara
yang dilakukan berbagai lembaga, organisasi, dan pemerintah. Pada
aspek ini, pemaksaan perkawinan menghilangkan hak dasar yang
seharusnya dimiliki perempuan. Yakni, hak berpartisipasi, hak
untuk didengar, hak menyampaikan pendapat, dan terutama hak
memilih pasangan. Lebih dari itu, adalah hak-hak dasar sebagai
warga negara untuk berpartisipasi, memilih dan dipilih dalam
penyelenggaraan negara.

Penanganan kasus pemaksaan perkawinan semakin rumit, karena
dihadapkan pada beberapa kondisi, seperti berikut ini:

1) Pemaksaan perkawinan telah menjadi tradisi masyarakat yang
berlangsung berabad-abad,

2) Pelaku merupakan pihak superior, baik dari keluarga dekat,
seperti ayah, kakek, paman, bibi, atau keluarga besar;

3) Pelaku dianggap teladan atau tokoh masyarakat yang memiliki
kekuasaan dan otoritas yang kuat;

4) Pelaku merupakan aparat yang seharusnya melindungi warganya;
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5) Tafsir agama yang dijadikan pembenaran terhadap praktik
pemaksaan perkawinan, seperti hak ijbar wali terhadap anak
perempuan yang disalahpahami, dan kewajiban taat pada orang
tua yang dijadikan dasar pemaksaan perkawinan terhadap anak;

6) Regulasi yang memberikan peluang legitimasi terhadap pemaksa-
an perkawinan, seperti peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili
permohonan dispensasi kawin sering kali disalahgunakan untuk
mengesahkan pemaksaan perkawinan anak di bawah umur, karena
alasan darurat. Selain itu, aturan tentang itsbat nikah (pengesahan
perkawinan) dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2),
(3) huruf e dan (4) sering disalahgunakan untuk mengesahkan
nikah sirri yang diawali dengan pemaksaan perkawinan.

Jika perkawinan dalam Islam adalah baik dan untuk kebaikan,
maka seharusnya perempuan difasilitasi agar ia memperoleh kebaikan
tersebut, dan terlindungi dari segala bahaya yang membuat perkawinan
menjadi buruk baginya. Namun, praktiknya masih banyak perempuan
yang tidak memperoleh perlindungan, di antaranya dari bahaya
pemaksaan perkawinan.

Berdasarkan persoalan di atas, diajukan beberapa pertanyaan
(as'ilah) kepada Musyawarah Keagamaan, yaitu sebagai berikut:
g g

a. Apa hukum melakukan perlindungan terhadap perempuan dari
bahaya pemaksaan perkawinan?

b. Apa hukum meminimalisasi dampak buruk yang dialami
perempuan korban pemaksaan perkawinan?

c. Apa hukum membuat peraturan perundangan yang memberikan
sanksi pidana bagi pelaku pemaksaan perkawinan pada perempuan?
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2. ADILLAH (DASAR HUKUM)
a. Nash Al-Quran

1)

3)

4)

Tujuan perkawinan adalah ketenangan jiwa (sakinah)
Jas ) \,mx,\,,\ r&ﬂ\ rﬁdl,d\ o6 i
@;\u,}ﬁ SN A 3 &) 355 5550 S

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menc1ptakan
pasangan-pasangan untuk kalian dari jenis kalian sendiri, agar
kalian cenderung dan merasa tenteram kepada mereka, dan Dia
menjadikan di antara kalian rasa kasih dan sayang.” (QS. ar-Riim
(30): 21).

Kemuliaan anak adam

SR e a5 el Al Al T g e
T et -a < , Aol T
Mo BES u"'J"S Jewatlag

“Sungguh Kami telah muliakan anak-anak Adam. Kami angkut
mereka di daratan dan lautan. Kami beri rezeki dari yang baik-
baik pada mereka. Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang
sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.”
(QS. al-Isra’ (17): 70).

Perkawinan adalah janji kuat

G\;’arﬁ,‘.d»\j UMJ\VKMLQM\ @»LVLS

“Dan bagaimana kalian akan mengambilnya kembali, padahal
kalian telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan
mereka telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan)
dari kalian.” (QS. an-Nisa" (4): 21).

Larangan mengurangi hak
I N Y L OO P 7N
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“Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi
hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi.” (QS.
asy-Syu’ara (26): 183).

Perintah untuk memperlakukan perempuan dengan baik dalam
perkawinan

S b‘v& & PEE SEYE deb JJJ’JL R4
58 s a2 dll Ja3

“Dan bergaullah dengan mereka (para perempuan) menurut cara
yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah)
karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah
menjadikan kebaikan yang banyak padanya.” (QS. an-Nisa’ (4):19).

Larangan berbuat keji dan memaksakan kehendak

‘)ﬂ;-\uéjﬁw u/"ézj\d\;u\&&;bAJ&Y)

\.,;:\S\
“Dan janganlah kamu memaksa hamba sahaya perempuanmu
untuk melakukan perbuatan keji, (apalagi) ketika mereka
menghendaki kesucian, agar kalian memperoleh barang-barang
kehidupan dunia.” (QS. an-Nir (24): 33).

Tidak diakuinya tindakan yang mengandung pemaksaan

dwu“ ws N5 k' m
N 50 o) oLl u"'

rﬁéu\)&r@.bw\/uﬁ/ r@ubuﬁbcﬁw

“Siapa yang kufur kepada Allah setelah beriman (dia mendapat
kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa (mengucapkan
kalimat kekufuran), sedangkan hatinya tetap tenang dengan
keimanannya (dia tidak berdosa).” (QS. an-Nahl (16): 106).

Larangan melakukan pemaksaan
saskis G WS 145 5 K 4 Ve sl
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/uzg,, P

Lo uwbd\ﬁ\&w\u&\)ﬁ.@
“Wahai orang- /orang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi
perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan
mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa
yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka
melakukan perbuatan keji yang nyata.” (QS. an-Nisd’ (4): 19).

Larangan menghalangi perkawinan yang saling rela antara kedua
calon mempelai

\ﬂ\u,swdx Mm&@;sw u\;;ugmj
o)ﬂﬂaﬁa’ ’:w};@;\;eﬁﬁ eﬂsgﬁuﬂb

“Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai
iddahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi)
dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan di antara
mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada
orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari
akhir.” (QS. al-Bagarah (2): 232).

10) Larangan menyakiti

11)

) 18 1,8 U g ooy e 3,8 il

s U35 B
“Orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan
mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguh-
nya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.”
(QS. al-Ahzab (33): 58).

Larangan membiarkan generasi yang lemah
P A DR IR L IR, g7 - }/; RPN
153 2l 1,3s Blas Bgd ngils 0 1,55 ) G
= T2y 1 o0 2t
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“Hendaklah orang-orang takut kepada Allah, yang seandainya
mereka meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang
lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka.
Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan
hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” (QS.
an-Nisa"® (4): 9).

Perintah kepada pemimpin untuk mengemban amanah dan
adil

0 G s 05 el ) B 1,58 3 S )
|t oz SE AN dm(&bum\ ) JMJL,&;Q

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang

“\\

berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di
antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil.
Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu.”
(QS. an-Nisa" (4): 58).

Perintah untuk taat kepada {ilil amri

uur&ﬂu}wﬁ;\ |2y bl |yl T4 3l G
sy Al G ;»5 5 253 Al 45353 8 r@b

\)a j\.: \} j\a- Jjb J}Y\
“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah
Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di
antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang
sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul
(sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian.
Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik.” (QS.
an-Nisd " (4):59).

129



HASIL MUSYAWARAH KEAGAMAAN
KONGRES ULAMA PEREMPUAN INDONESIA (KUPI) KE-2

b. Nash Hadits

1)

3)

Larangan menzalimi manusia

&\&p«b\ J Jb\.‘.@,&w\yjﬁdw\uuﬁ
d¢€ WY)}&LJ@\? W \)s.\\”/’iHJ\.BrLJJ .

) - z

wedl S A««f@a G eale GAN OB aslisls

4 ) 5 A A

il A A A i T s 1l g oS e X

“Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, tidak
boleh menzalimi dan membawanya (pada kehancuran). Barang
siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan
memenuhi kebutuhannya. Barang siapa yang memudahkan
kesusahan seorang muslim, maka Allah akan memudahkan
kesusahan dari berbagai kesusahan di hari kiamat. Barang siapa

yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi
aibnya pada hari kiamat.” (Shahth Bukhdri, no. 2482).

Perintah menghindari bahaya

572 %1 JB ey ade AW o 15255

I o=
“Rasulullah Saw bersabda: “Tidak boleh membahayakan diri
sendiri dan meletakkan orang lain dalam bahaya. (Muwaththa’

Malik, no. 1435; Sunan Ibn Mdjah, no. 2430 dan 2431; Musnad
Ahmad, no. 2912 dan 2322).

Perintah untuk selalu berbuat untuk kebaikan perempuan

Wuﬂuw.du);rfuun\;ib\ \_..JL

“Rasulullah saw. bersabda: Saling berwasiatlah kalian untuk
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5)

6)

7)
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selalu berbuat baik kepada perempuan, karena mereka sering
kali diperlakukan seperti tawanan, padahal kalian tidak berhak
atas mereka kecuali untuk kebaikan mereka.” (Sunan Ibn Mdjah,

0.. 1924).

Perintah melindungi dan merawat anak perempuan secara baik

et 2 37 -..’./~’~ . AP

yrkujs\:lc«b\y@,ﬁ\ JB 2B Lee A %}s@aﬁ\cgc
P _ < >

A AR LT e L At VTR ¢

J/uxuf\,%as;&;yu@ewg,m&;}

“Rasulullah Saw bersabda: “Barang siapa yang melindungi anak-
anak perempuan ini, serta mendidiknya secara baik, maka mereka
akan menjadi perisai baginya (yang merawat mereka) dari api
neraka.” (Shahth Bukhari, o.. 6061).

Menyayangi anak-anak kecil sebagai karakter kenabian
r.\..v«:icc&\&ai%ﬁ\ JG 6 e oné\i\;&dﬁ\gc
55 5 o s d e A

"Rasulullah Saw bersabda: “Bukan golongan dari kami dia yang

tidak menyayangi anak kecil dan tidak menghormati orang tua.”
(Sunan Turmudzi, no. 2043).

Larangan menyakiti manusia
PR 228y (2 : R
- )‘) -2 < - 5 o /,/:
Agl5se 1AL s
“Rasulullah Saw bersabda: “Jangan menyakiti hamba-hamba Allah

Swt (manusia), menghina mereka, atau mencari-cari keburukan
mereka. (Musnad Ahmad, no. 22837).

Tidak menyalahkan orang yang dipaksa orang lain
01.3) oy e o 1 25 36 38 o 55 o
e 1 pa Sl g Sledlly L) il 32 5512
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“Sesungguhnya Allah memaafkan umatku (umat Nabi Muhammad
Saw), ketika tidak sengaja, lupa, atau dipaksa (orang atau keadaan)
(Sunan Ibn Majah, no. 2121).

Perempuan memiliki hak untuk memilih pasangan

gﬂjww\y@\wu qu@)Au\@j\j;f?
:u}u)w} \A,)@;;;ds uwu{;;) )

“Ada seorang pria menikahkan anak perempuannya, p“adahal
anak perempuannya itu tidak suka. Lalu anak perempuan itu
mendatangi Nabi dan mengadu: Ayahku menikahkan aku dengan
seorang pria, padahal aku tidak suka, dan saat itu sebenarnya
sepupuku sudah melamarku. Nabi Saw bersabda kepadanya: Tidak
ada (hak) baginya (ayahmu untuk menentukan) pernikahan (mu)
itu, silahkan menikahlah dengan siapa pun yang kamu inginkan.”
(Sunan an-Nasd'’i al-Kubra, No. 5359, j. 5, hlm. 174).

Hak perempuan untuk mengambil keputusan dalam perkawinan

e _Ju; ri_,,ww&;;;\ =4 u,_,iu \f\ i

4
~
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“Bahwa istri Tsabit bin Qais datang kepada Nabl Saw dan berkata:
“Wahai Rasulullah, tidaklah aku mencela Tsabit bin Qais atas
agama atau pun akhlaknya, akan tetapi aku khawatir kekufuran
dalam Islam.” Maka Rasulullah Saw kepadanya: “Apakah kamu

mau mengembalikan kebun miliknya itu?” Ia menjawab: “Ya mau.”
Rasulullah Saw kemudian berkata (kepada Tsabit): “Terimalah
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kebun itu, dan ceraikanlah ia dengan talak satu.” (Shahth al-
Bukhdri, No. 5328).

Orang tua tidak memiliki wewenang penuh dalam menentukan
pasangan anaknya

u’\@;jjd\ Q\J\ur\.d) 4\5\&4&)\&\0 Sils
wﬂ\wwuswmszwyox WJ\ ﬂws

“Seorang gadis datang kepada Nabi Saw, dia bercerita: Ya

\

——e

Rasulallah, ayah saya menikahkan saya dengan keponakannya
agar mengangkatnya dari kehinaan.” Lalu, Nabi Saw menyerahkan
masalah itu pada si perempuan. Perempuan itu kemudian
berkata: “Saya telah menyetujui apa yang ayah saya lakukan,
tetapi saya ingin para perempuan mengetahui bahwa (para) ayah
tidak memiliki hak untuk (menentukan) apapun dalam hal ini.”
(Sunan Ibn Majah, no. 1948).

Larangan paksaan dalam perkawinan
616 33k s N\C&v,,,u 22 N SE Y
ESE ] Jumus A .25

“Seorang janda tidak boleh dinikahkan sebelum dlmmtal

1

pendapatnya dan seorang gadis tidak boleh dinikahkan sebelum
dimintai persetujuannya. Para sahabat bertanya: “Ya Rasulallah,
bagaimana bentuk persetujuannya itu?” Nabi menjawab: “Bila ia
diam (ketika ditawari).” (Shahih al-Bukhdari, No. 5191).

Larangan menikahkan perempuan dengan yang tidak dia sukai
a e :,/5:,/: O R A
j& m} M)K m} &\ @&‘ .au ‘,\» o sldds Q;

<<@J{

133



13)

14)

15)

HASIL MUSYAWARAH KEAGAMAAN
KONGRES ULAMA PEREMPUAN INDONESIA (KUPI) KE-2

“Dari Khansa binti Khudham dia berkata: “Ayahku menikahkanku
padahal aku tidak suka, dan saat itu aku masih gadis, kemudian
aku mengeluhkan tentang hal itu kepada Nabi Saw.” Lalu, Nabi
berkata (kepada ayahnya): “Jangan nikahkan dia (anakmu itu,
sementara) dia tidak suka.” (Sunan an-Nasd’i al-Kubrd, No.

5361, j. 5, hlm. 175).

Perempuan memiliki hak ketubuhan atas dirinya

v Z/’; k1 " ’)’3‘,/: ,/)l . PRI
S Rt A 25080806 e A s AR 2
b

R TR et
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“Dari Aisyah Ra berkata: “Saya bertanya (kepada Rasulullah):
Ya Rasulallah, haruskah para perempuan dimintai persetujuan
untuk pernikahan mereka?” Rasul menjawab: “Ya, tentu.” (Shahih

al-Bukhari, No. 7032).
Tidak ada ketaatan mutlak kepada sesama mahluk

gl AR ) A 2k 3R
“Tidak ada ketaatan dalam hal-hal yang melanggar (hukum)

Allah, ketaatan itu untuk hal-hal yang baik.” (Sunan Abii
Dawud, no. 2627).

Setiap individu akan dimintai pertanggungiawabannya
SR );/CM, L.«,,Mm y,,‘;w«m vEE
325 @)/‘W\-’ e 58 erv 9\19\5 S ale
les oF Jdaaas. 715 Al ARNESRECRE J)“‘*‘"
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“Rasulullah Saw bersabda: “Setiap kalian adalah pemimpin
dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Seorang Imam
adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya,
dan laki-laki adalah pemimpin dalam keluarganya dan ia akan
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bertanggung jawab atas kepemimpinannya, dan perempuan
adalah pemimpin di rumah suaminya dan bertanggung jawab
atas kepemimpinannya.” (Shahth al-Bukhdri, no. 901, 2448,
2594, 2597, 2789 dan 5255).

Anjuran untuk meringankan kesulitan orang lain

JE- ey e o T 52 -l g2, f 2
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“Barang siapa yang meringankan beban hidup yang dialami
seorang muslim di dunia, maka Allah akan meringankan
bebannya pada hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan
orang yang sedang kesulitan, maka Allah akan memudahkan
urusannya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutupi
aib seorang muslim, maka Allah Swt akan menutup aibnya di
dunia dan di akhirat, dan Allah Swt menolong seorang hamba
selagi hamba tersebut menolong saudaranya.” (Shahth Muslim,
no. 7028).

Seluruh warga negara harus berkomitmen dalam menjalankan
kesepakatan

Bsx ol 5 Pls aas s ) eledl )\,Cu\
L‘\J}J’\ \Y\)\;///Ua Y\rdi)ﬂdodjw\/

“Akad damai itu boleh antara orang-orang muslim, kecuali
akad damai yang mengharamkan sesuatu yang halal atau yang
menghalalkan sesuatu yang haram. Dan orang-orang muslim itu
(terikat) pada persyaratan (komitmen) di antara mereka, kecuali
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syarat (komitmen) yang mengharamkan sesuatu yang halal atau
menghalalkan sesuatu yang haram.” (Sunan Turmudzi, no. 1403).

c. Aqwal al-‘Ulama®

1)

2)

Tujuan syariat Islam (magashid syari'ah) adalah perlindungan
jiwa, akal, harta, agama, keluarga, termasuk organ kelamin

“Sesungguhnya perlindungan jiwa, akal, organ kelamin, dan harta
merupakan tujuan syari'at.” (al-Ghazali, 1971: 160).
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“Umat telah sepakat -bahkan semua pemeluk agama- bahwa
syari'at ditetapkan untuk melindungi lima hal mendasar yaitu:
agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal.” (asy-Syatibi, 2012: j. 1,
hlm. 31).

Menghilangkan bahaya, kerusakan, dan kesakitan adalah tuntutan
kaidah hukum Islam

J\}UJ‘A\

“Bahaya harus dihilangkan.” (as-Suyuthi, 1983: j. 1, hlm. 83).

“Pencegahan kerusakan lebih diutamakan daripada pengambilan
kemaslahatan.” (as-Suyuthi, 1983: j. 1, hlm. 87).

sl J1 Y

“Bahaya tidak boleh dihilangkan dengan mendatangkan bahaya
lainnya.” (as-Suyuthi, 1983:j.1, him. 86).
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Tindakan yang tidak sejalan dengan kemaslahatan bukanlah
bagian syariat Islam dan tidak bisa diberlakukan

el 3 el sy S e lgatels Wi ae £ 56
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“Sesungguhnya fondasi dan dasar syari’at adalah kebijaksanaan
dan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Seluruh ajaran
syari’at adalah (berisi) keadilan, kerahmatan, kemaslahatan dan
kebijaksanaan. Setiap rumusan hukum yang keluar dari nilai
keadilan menuju kezaliman, dari kerahmatan menuju sebaliknya,
dari mashlahah menuju mafsadah, dari kebijaksanaan menuju
kesia-siaan, maka bukanlah bagian dari syari’at, meskipun berupaya
dimasukkan beragam ta'wil di dalamnya.” (Ibn Qayyim al-Jauziyah,
1432 H: j. 3, hlm. 14).

Pemaksaan bukanlah kemaslahatan
&1 ERN T - 27 . W // s T
”N\M&JU\#QMY
“Tidak ada kemaslahatan dalam (tindakan) mendorong orang
untuk melakukan hal yang tidak disukainya.” (as-Suyuthi, 1983)

Pentingnya kerelaan calon pengantin sebagai syarat sah akad
nikah.

st e bs ) SV eyl sl e l3s Y Lo )

“Keridlaan dan pilihan dari kedua mempelai, atau tidak adanya
pemaksaan adalah merupakan syarat perkawinan menurut jumhur
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ulama, selain Hanafiyah, maka tidak sah perkawinan tanpa keridlaan
dari dua mempelai.” (az-Zuhaily, 1989: j. 7, hlm. 78-79).
Larangan pemaksaan perkawinan terhadap seseorang walaupun
orang tersebut safth (bodoh)

Jajl\uguwjuz e f@uy)Jumj Jé
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“Seorang laki-laki berkata kepada Malik bin Anas dan saya
berada di sebelahnya, laki-laki itu bertanya kepada Imam Malik:
“Sesungguhnya aku memiliki keponakan perempuan dan dia dalam
keadaan safih (bodoh), aku ingin menikahkannya dengan orang
yang bisa menjaga dan menanggungnya, tetapi dia menolak.”
Imam Malik menjawab: “Jangan menikahkan seseorang kecuali
atas ridlanya.” Laki laki itu bertanya: “Sesungguhnya dia dalam
kondisi safth (bodoh, tidak mampu mengendalikan dirinya).”
Imam Malik menjawab: “Meskipun keponakan perempuanmu
itu safih, janganlah menikahkannya tanpa ridlanya.” (Malik bin
Anas, 1994: j. 2, hlm. 100).

Tidak sah akad nikah yang dipaksakan

A e s ST Ve ol SV eslial ase e M) )
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“Tiga (imam madzhab) bersepakat atas akad perkawinan yang tidak
sah jika disertai dengan pemaksaan, misalnya, ketika seseorang

memaksa orang lain agar mau mengatakan: Saya terima nikah

dengan perempuan tertentu untuk diriku, yang dilakukan dengan
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hal-hal yang dianggap sebagai pemaksaan, sebagaimana dikenal
dalam syari’at, maka akad semacam itu tidak sah.” (al-Jaziri,
2003: j. 4, hlm. 27).

Larangan orang tua memaksa putrinya menikah.
AN g Bl 3 33l Jo ) e DL L
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“Islam menempatkan laki-laki dan perempuan secara setara dalam
hak memilih pasangan, kedua orang tua tidak boleh menggunakan
kewenangannya untuk memaksa kepada mereka (laki-laki maupun
perempuan), tugas orang tua dalam pernikahan (anak-anaknya)
adalah sebagaimana dalam ketentuan nash adalah memberi arah
dan jalan terbaik, tetapi tidak memaksa anak-anak mereka, laki-
laki maupun perempuan, untuk menerima pernikahan yang tidak
diinginkan mereka.” (Jum’ah, 2009: 15).

Perempuan berhak menerima atau menolak lamaran laki-laki.
o gl ey Va0 LlaY 5 Yy a5 5l Lenkad

“Sesungguhnya Islam telah memberikan hak kepada perempuan
untuk memilih calon suaminya sendiri. Dia berhak menerima
orang yang datang melamarnya atau menolaknya. Pihak keluarga
tidak patut mengambil alih keputusan penting ini dengan mewakili
perempuan yang bersangkutan (tanpa persetujuan darinya). (asy-
Syarbashi, 2008: 143).
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10) Pemaksaan perkawinan adalah pidana

11)
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“Apa hukum menikahkan perempuan dengan orang yang tidak
diinginkannya?” Pertanyaan yang telah dijawab oleh Komite
Fatwa Majma’ al-Buhiits al-Islimiyyah Mesir). Yaitu, bahwa
kesewenang-wenangan wali dalam memilih pasangan, dan
melangsungkan akad sendiri (tanpa persetujuan perempuan yang
berada dalam perwaliannya) adalah tindakan kriminal terhadap
perempuan tersebut, meremehkan perasaan dan emosinya.
Tidak boleh memaksa perempuan untuk menerima perkawinan
dengan orang yang tidak diinginkannya. Jika seorang wali tetap
memaksakan pernikahan kepadanya, maka pernikahan itu tidak
sah, sebagaimana Nabi Saw juga menolak pernikahan (paksa)
tersebut.” (Ali, 2019).

Kewajiban pemerintah memenuhi kemaslahatan masyarakat
“Tindakan pemimpin untuk rakyatnya harus dikaitkan dengan
kemaslahatan mereka.” (as-Suyuthi, 1983: 121).

12) Kewajiban pemerintah untuk menghapus segala pemaksaan

Je e o s aalan g asladl sl Sl N g
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“Penguasa diperintahkan untuk memperhatikan kemaslahatan
rakyat, dan tidak ada kemaslahatan sama sekali dalam hal
pemaksaan orang untuk melakukan hal yang tidak diinginkannya.”
(as-Suyuthi, 1983).

Sanksi bagi wali yang memaksakan perkawinan

rea I Tl 2 5 5 e Dl st ol 735
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“(Apabila) seorang wali menikahkan seseorang yang berada dalam
tanggungan (perwalian)-nya secara paksa dengan orang yang
fasik, yang meninggalkan shalat atau zakat, maka (pernikahan
tersebut) tidak sah karena (orang fasik tersebut) tidak memiliki
semangat (untuk beragama dan berkeluarga dengan baik), dan
(wali) bisa dihukum ketika menikahkan perempuan (yang berada
dalam perwaliannya) dengan orang yang tidak sepadan (kufil’),
ketika tidak ada kebutuhan yang mendesak dan mengikuti tradisi
secara benar.” (Ba ‘Alawi, tt.: 437).

d. Konstitusi Negara (Undang-Undang Dasar Tahun 1945)

1)

2)

3)

Pasal 27 Ayat 1: “Seluruh warga negara Indonesia memiliki kedudukan,
hak, dan juga kewajiban yang sama dalam bidang hukum.”

Pasal 28I Ayat (1): “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak
kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk
tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan
hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang
berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi.”

Pasal 281 Ayat (4): “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan
pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara,
terutama pemerintah.”
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3. ISTIDLAL (ANALISIS)

Perkawinan, atau pernikahan, adalah pintu masuk bagi pasangan
laki-laki dan perempuan untuk memulai dan membangun rumah
tangga. Karena itu, Al-Qur’an mengawalinya dengan pandangan bahwa
ikatan perkawinan sebagai perjanjian kokoh (mitsdgan ghalidhan,
QS. an-Nisa " (4): 21) yang harus dijaga bersama agar tidak mudah
putus, atau penuh konflik yang berdampak buruk bagi mereka berdua.
Nabi Saw menyebut ikatan ini juga sebagai kalimat dan amanat Allah
Swt (Shahth Muslim, no. 3009).

Selanjutnya, al-Qur'an menyebutkan relasi perkawinan antara
suami dan istri sebagai relasi partnership, atau kerjasama dan
berpasangan (zawdj), keduanya satu sama lain ibarat baju yang saling
menutupi aurat masing-masing, menghangatkan, dan menampakkan
keanggunannya (hunna libasun lakum wa antum libasun lahunn,
QS. al-Baqarah (2): 187). Dengan relasi zawdj ini, keduanya dituntut
untuk saling berbuat baik kepada yang lain (mu’'asyarah bi al-ma’riif,
QS. an-Nisa * (4): 19), selalu bermusyawarah (at-tasyawur) dan saling
ridha (at-taradli, QS. al-Bagarah (2): 233), serta memaksimalkan
modal cinta kasih (mawaddah wa rahmah) untuk mewujudkan
kebahagiaan bersama (sakinah, QS. ar-Riim (30): 21).

Semua ucapan, perilaku, dan tindakan terkait relasi ini, dalam
Islam tidak hanya bersifat duniawi tetapi juga ukhrawi dan termasuk
dalam kategori ketakwaan kepada Allah Swt (QS. al-Bagarah (2):
223 dan Shahih Muslim, no. 3009). Ikatan dan relasi perkawinan
seperti gambaran al-Qur’an ini akan sulit terwujud jika seseorang
memasukinya dengan terpaksa, apalagi dipaksa orang lain. Pemaksaan
akan memunculkan kebencian, atau minimal keengganan seseorang
untuk masuk dan ikut bertanggung jawab membangun rumah tangga
bersama pasangannya. Padahal, rasa tanggung jawab adalah fondasi
utama dalam mengarungi biduk rumah tangga agar sesuai dengan
harapan dan selaras dengan ajaran-ajaran dasar Islam. Sebaliknya,
pemaksaan akan menjadi pintu awal segala tindakan buruk, zalim,
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bahkan kekerasan yang berdampak bahaya bagi kehidupan rumah
tangga.

Dalam diskursus figh, pemaksaan disebut sebagai ikrdh. Yaitu,
tindakan mendesak orang lain untuk melakukan sesuatu yang tidak
dikehendakinya (al-‘Asqallani, 1986: j. 12, hlm. 311). Perkawinan yang
dipaksakan, atau salah satunya dipaksa sehingga ia tidak mau dan
tidak rela, adalah tidak sah. Karena kemauan dan kerelaan menjadi
syarat sah akad pernikahan dalam pandangan mayoritas ulama (az-
Zuhaily, 1989: j. 7, hlm. 78-79).

Kedua mempelai, laki-laki dan perempuan, harus tahu dan
setuju dengan ikatan perkawinan yang dilangsungkan untuk mereka.
Lebih dari itu, karena berpotensi bahaya, Komisi Fatwa Mesir
memandang bahwa pemaksaan perkawinan, seperti tindakan
seorang wali terhadap perempuan yang ada dalam perwaliannya,
adalah tindakan kriminal dan berdosa, karena melukai perasaan
perempuan tersebut dan melangkahi pilihan yang menjadi hak
dasarnya (Ali, 2019).

Dalam berbagai teks hadits, sebagaimana sudah dikutip dalam
Adillah di atas, Nabi Saw menolak pernikahan yang dipaksakan.
Ketika hal itu terjadi pada perempuan, Nabi Saw membatalkan
pernikahan yang dipaksakan dan menyerahkan keputusan sepenuhnya
kepada perempuan tersebut. Salah satu kisah populer yang banyak
dikutip kitab-kitab hadits adalah tentang sahabat perempuan bernama
Khansa bint Khidam ra, yang dinikahkan secara paksa oleh ayahnya.
Ketika dia mengadu, Nabi Saw membatalkan pernikahannya dan
berkata kepadanya: “Kamu boleh menikah dengan orang yang
kamu inginkan” (Sunan an-Nasd’i al-Kubrd, No. 5359, j. 5, h.
174). Sementara kepada ayahnya, Nabi Saw berkata: “Janganlah
menikahkan perempuan, jika ia tidak berkenan” (Sunan an-Nasd'i
al-Kubra, No. 5361, j. 5, hlm. 175). Secara umum, Nabi Saw juga
menegaskan mengenai pentingnya persetujuan dari calon mempelai,

terutama perempuan, dalam hal pernikahan, baik yang belum
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mengalami pernikahan, maupun yang sudah mengalaminya, lalu
bercerai atau ditinggal wafat suaminya.” (Shahih al-Bukhdri, No.
5191 dan 7032).

Beberapa praktik pemaksaan perkawinan di kalangan umat
Islam, termasuk di Indonesia, dilegitimasi oleh budaya setempat yang
muncul dengan berbagai pola dan nama. Beberapa di antaranya juga
didasarkan pada konsep hak ijbar seorang wali kepada perempuan yang
berada dalam perwaliannya. Hak ijbar sering dipahami banyak orang
sebagai hak seorang ayah untuk memaksakan kehendak pernikahan
kepada putrinya. Padahal, hak ijbdr adalah suatu tindakan atas dasar
tanggung jawab seorang ayah untuk mendatangkan yang terbaik bagi
putrinya, bukan tindakan pemaksaan (ikrdh). Asumsi dasar dari
tindakan ijbdr sebagai tanggung jawab ayah ini adalah karena sang
putri masih belum berpengalaman dalam memilih pasangan.

Artinya, hak ijbdr bukanlah pemaksaan (ikrdh), melainkan
tanggung jawab untuk memastikan kemaslahatan pernikahan di-
peroleh calon mempelai perempuan. Pemaksaan bertentangan
dengan kehendak dan hati nurani yang dipaksa, dan dia akan
menolaknya. Sementara tanggung jawab ijbdar harus memastikan hal
yang ditawarkan adalah benar-benar baik bagi putrinya, dan salah
satu tandanya, ia menerima tawaran tersebut dengan lapang dada.
Minimal tidak ada tanda penolakan sama sekali dari perempuan
yang ditawarkan menikah oleh ayahnya. Karena hak ijbar adalah soal
tanggung jawab, maka ia juga bersyarat dalam figh. Di antaranya,
tidak ada kebencian dan permusuhan dari perempuan, baik terhadap
ayahnya maupun calon mempelai laki-laki yang ditawarkan ayahnya
kepadanya; calon suaminya sepadan dengannya (kufii’); mahar yang
diberikan kepadanya juga sepadan (mitsli); dan tidak ada dugaan
bahwa calon mempelai laki-laki akan melakukan hal yang menyakiti-
nya (Muhammad, 2001: 77-82).

Dengan demikian, tanggung jawab seorang wali adalah memastikan
perempuan terlindungi dan terhindar dari segala bentuk bahaya,
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termasuk akibat dari pemaksaan perkawinan. Sebagaimana sudah
tergambar dalam Tashawwur, bahwa pemaksaan perkawinan me-
nimbulkan dampak buruk (mafsadat) dan bahaya (madlarat) yang
merugikan perempuan, bahkan dampaknya berlapis, secara fisik,
psikis, sosial, dan ekonomi. Korban pemaksaan perkawinan bisa
terdampak trauma, depresi, menerima stigma negatif dari masyarakat,
menjadi korban perceraian, pengucilan keluarga, perselingkuhan,
dan pemaksaan perkawinan dapat berujung pada tindakan bunuh
diri.

Bahaya pemaksaan perkawinan juga berdampak pada kesehatan
reproduksi seperti kehamilan yang tidak dikehendaki, pemaksaan
hubungan seksual (marital rape) dan bisa berujung aborsi tidak
aman, karena kehamilan yang tidak sehat dan atau tidak diinginkan.
Bentuk pemaksaan dalam hubungan seksual, yang selalu terjadi
dalam perkawinan yang dipaksakan, bisa menyebabkan pendarahan,
iritasi dan infeksi vagina, sehingga bisa menimbulkan trauma yang
berkepanjangan. Padahal, perempuan menjalankan fungsi reproduksi
dengan pasangan yang dikehendaki saja sakit (wahnan ‘ala wahnin),
apalagi jika dengan pasangannya yang tidak dikehendakinya. Kesakitan
dan kelelahan berlipat, serta bercampur kebencian pada pasangannya,
janinnya, keluarganya, bahkan pada dirinya sendiri.

Membiarkan perempuan mengalami dampak buruk dan bahaya
akibat pemaksaan perkawinan adalah bertentangan dengan al-
Qur’an, Hadits, dan prinsip-prinsip hukum Islam. Semua tindakan
pemaksaan, termasuk dalam hal perkawinan, bertentangan dengan
semangat al-Qur'an (QS. al-Bagarah (2): 232; an-Nahl (16): 106;
dan an-Niir (24): 33). Pemaksaan perkawinan terhadap perempuan
juga bertentangan dengan tujuan perkawinan (QS. ar-Riim (30):
21), perintah memuliakan manusia (QS. al-Isra’ (17): 70), perintah
memperlakukan perempuan secara baik (QS. an-Nisd® (4): 19),
larangan menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan
(QS. al-Ahzab (33): 38), larangan mengurangi hak dasar manusia
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(QS. asy-Syu’ara (26): 183), dan larangan membiarkan generasi
dalam keadaan lemah (QS. an-Nisa" (4): 9).

Membiarkan perempuan mengalami dampak buruk pemaksaan
perkawinan juga bertentangan dengan larangan Nabi Saw agar tidak
berbuat buruk pada diri dan orang lain (Muwaththa’ Milik, no.
1435; Sunan Ibn Majah, no. 2430, dan 2431; Musnad Ahmad, no.
2912 dan 2322), larangan untuk tidak menyakiti dan mengolok-olok
orang lain (Musnad Ahmad, no. 22837), serta larangan untuk tidak
berbuat kezaliman kepada siapapun (Shahth al-Bukhdri, no. 2482).
Sebaliknya, melindungi perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan
dan dampak buruknya adalah selaras dengan wasiat Nabi Saw untuk
memperlakukan perempuan secara baik (Sunan Ibn Mdjah, no. 1924),
perintah untuk melindungi dan mendidik anak perempuan (Shahih
al-Bukhari, no. 6061), perintah untuk menyayangi anak yang belum
dewasa (Sunan Turmudzi, no. 2043), dan anjuran umum untuk
menolong orang-orang yang berada dalam kesusahan dan kesulitan
(Shahih Muslim, no. 7028).

Prinsip-prinsip hukum Islam yang bertumpu pada perwujudan
kemaslahatan (jalb al-mashdlih), penolakan kemafsadatan (dar’ al-
mafasid), dan penghapusan segala bahaya dan keburukan (adl-dlararu
yuzal) juga menekankan pentingnya perlindungan perempuan dari
bahaya pemaksaan perkawinan. Membiarkan perempuan mengalami
dampak buruk dari pemaksaan perkawinan kepada siapapun, terutama
perempuan, adalah bertentangan dengan prinsip perlindungan yang
lima (al-kulliyat al-khams). Yaitu, perlindungan agama (hifdh ad-
din), jiwa (hifdh an-nafs), organ reproduksi (hifdh an-nasl), akal
(hifdh al-‘aql) dan harta kekayaan (hifdh al-mal). Perempuan yang
dipaksa menikah akan sulit untuk menerapkan ajaran-ajaran Islam
dalam berumah tangga, karena di dalam dirinya ada penolakan,
bahkan kebencian. Artinya, agamanya tidak terlindungi dan tidak
selaras dengan prinsip hifdh ad-din. Sebagaimana kekhawatiran yang
terjadi pada istri Qais bin Tsabit ra (Shahih al-Bukhari, No. 5328).
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Jiwa perempuan yang dipaksa menikah juga labil, penuh kebencian
pada pasangan, keluarga, janin, bahkan pada dirinya sendiri. Ia
merasa tidak dihargai, tidak memiliki harga diri, bisa menyakiti
diri, bahkan mungkin sampai pada keinginan melakukan bunuh diri.
Tidak sedikit juga yang benar-benar melakukan bunuh diri. Karena
itu, pembiaran mereka berada pada dampak buruk akibat pemaksaan
perkawinan melanggar prinsip hifdh an-nafs, atau melindungi jiwa
manusia dalam hukum Islam.

Perempuan yang dipaksa menikah, apalagi sampai hamil,
melahirkan, lalu sibuk mengurus anak, pada praktiknya tidak lagi
memiliki kesempatan untuk menguatkan akal pikirannya, meneruskan
sekolahnya, mengasah kemampuan akalnya, sehingga ia tidak lagi bisa
berkembang untuk melindungi diri dan menjawab segala tantangan
kehidupan. Artinya, membiarkan perempuan mengalami dampak
buruk akibat pemaksaan perkawinan adalah juga melanggar prinsip
hifdh al-‘aql, atau perlindungan akal pikiran dalam hukum Islam.

Perempuan yang labil, mudah membenci diri dan yang lain, tidak
mampu berpikir jernih dan logis, ketika dipaksa masuk dalam ikatan
pernikahan, sangat memungkinkan dirinya tidak mampu mengakses
ekonomi, mengelola hartanya dan harta keluarganya, sulit untuk bisa
bekerja menghasilkan ekonomi, mengembangkan harta kekayaan, dan
melindungi kepemilikan. Artinya, membiarkan perempuan dipaksa
menikah yang berdampak buruk pada akal pikirannya, adalah juga
bertentangan dengan prinsip hifdh al-madl, atau perlindungan harta
dalam hukum Islam.

Lebih buruk lagi adalah yang terkait perlindungan organ reproduksi
dan keluarga (hifdh an-nasl). Perempuan yang tidak menghendaki
perkawinan, lalu dipaksa hubungan seksual oleh suaminya, ia rentan
mengalami pendarahan, iritasi pada vagina, dan ketika kemudian
hamil akan mengabaikan janin dan rahimnya, tidak mempedulikan
kondisi tubuhnya, bahkan bisa membenci dirinya dan janin di
dalam tubuhnya, tidak merawat diri dan janinnya dengan makanan

147



HASIL MUSYAWARAH KEAGAMAAN
KONGRES ULAMA PEREMPUAN INDONESIA (KUPI) KE-2

dan gizi yang sehat, sehingga rentan menjadi generasi yang lemah
yang dilarang al-Qur’an (QS. an-Nisd" (4): 9). Artinya, membiarkan
perempuan mengalami dampak buruk perkawinan paksa, dengan
kondisi demikian, adalah juga melanggar prinsip hifdh an-nasl, atau
perlindungan reproduksi dan keluarga dalam hukum Islam.

Dengan dasar-dasar dari al-Qur’an, Hadits, dan prinsip-prinsip
hukum Islam, sebagaimana dijelaskan di atas, perlindungan perempuan
dari bahaya pemaksaan perkawinan menjadi tanggung jawab semua
orang, terutama yang memiliki kapasitas dan wewenang, baik dalam
keluarga, masyarakat, maupun pemerintah. Setiap orang dituntut
memenuhi tanggung jawab ini (Shahth al-Bukhdri, no. 901, 2448,
2594, 2597, 2789 dan 5255), sesuai wewenang dan kemampuan
masing-masing. Tanggung jawab ini menjadi mandata dan amanat
yang harus ditunaikan, demi kemaslahatan dan keadilan (QS. an-
Nisa® (4): 58). Pemegang kekuasaan, atau pemerintah, dituntut lebih
besar, dengan kewenangan dan sumber daya yang dimiliki, untuk
menghadirkan kemaslahatan bagi rakyatnya (tasharruf al-imdm ‘ala
ar-ra’iyyah maniithun bi al-mashlahah), terutama yang membutuhkan
perlindungan, seperti perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan
(as-Suyuthi, 1983).

Di Indonesia, perlindungan perempuan dari bahaya perkawinan
paksa adalah selaras dengan semangat UUD 1945, terutama Pasal 28
I Ayat (1) yang menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak
untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran
dan hati nurani, menekankan perlindungan, pemajuan, penegakan,
dan pemenuhan hak asasi manusia. Pemenuhan hak-hak ini adalah
tanggung jawab negara dalam hal ini adalah pemerintah.

Oleh karena itu, UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, pada
Pasal 6 Ayat (1) dan (2) mensyaratkan perkawinan dengan adanya
persetujuan dari kedua mempelai. Jika terjadi perkawinan tanpa
persetujuan salah satu calon mempelai, maka ia tidak sah. Negara
juga baru saja mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022
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tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang menetapkan
pemaksaan perkawinan sebagai tindak pidana yang harus dihukum,
dengan melindungi hak-hak korban. Namun, upaya pemerintah ini
masih perlu dukungan dari berbagai pihak agar bisa diimplementasikan
secara baik dan benar, baik oleh aparat sendiri maupun masyarakat.

4. SIKAP DAN PANDANGAN KEAGAMAAN

Dengan merujuk pada dasar-dasar hukum (adillah) dan analisis
(istidlal) sebagaimana dijelaskan di atas, Musyawarah Keagamaan
Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) ke-2, menjawab
pertanyaan-pertanyaan pada tashawwur, dengan memutuskan sikap
dan pandangan sebagai berikut:

1. Hukum melakukan perlindungan terhadap perempuan dari
bahaya pemaksaan perkawinan adalah wajib, baik bagi negara,
tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, masyarakat, maupun
orang tua.

2. Pemaksaan perkawinan terhadap perempuan tidak hanya
berdampak secara fisik dan psikis, mental, tetapi juga sosial,
ekonomi, politik dan hukum. Oleh karena itu, negara dan semua
pihak yang terkait wajib melakukan penanganan dengan upaya
yang cepat dan tepat untuk meminimalisasi dan menghapuskan
segala bahaya akibat pemaksaan perkawinan terhadap perempuan.

3. Dengan demikian, membuat peraturan perundangan yang
menjamin hak-hak korban, pemulihan yang berkelanjutan, dan
sanksi pidana bagi pelaku pemaksaan perkawinan pada perempuan,
hukumnya adalah wajib.

5. REKOMENDASI

a. Individu:

1) Menciptakan budaya saling menghargai atas pilihan sadar
individu dengan tidak menormalisasikan kekerasan berupa
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pemaksaan perkawinan pada perempuan, baik dalam bentuk
pernyataan, sikap, maupun kebijakan.

Ikut serta memberikan perlindungan terhadap perempuan
dari bahaya pemaksaan perkawinan.

Terutama remaja, memperkuat ketahanan diri dengan berbagai
pengetahuan dan life skill, seperti kesehatan reproduksi, yang
membuatnya mampu menahan diri dari perilaku seksual yang
haram dan beresiko, yang bisa berdampak pada kehamilan
yang tidak diinginkan dan pemaksaan perkawinan.

b. Keluarga:

1)

2)

3)

4)

Menjadi support system bagi perempuan, mendukung, dan
memberikan perlindungan sebagai wali yang adil.

Tidak melakukan pemaksaan perkawinan terhadap perempuan
dalam keluarga.

Ikut serta memberikan perlindungan terhadap perempuan
dari bahaya pemaksaan perkawinan.

Memberikan pendidikan akhlak dan pengetahuan reproduksi
pada seluruh anggota keluarga, agar mampu memperkuat
ketahanan diri dari perilaku seksual yang haram dan beresiko,
yang bisa berdampak pada kehamilan yang tidak diinginkan
dan pemaksaan perkawinan.

c. Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat:

1)

2)

3)

Membangun pemahaman dengan tafsir alternatif sebagai
rujukan untuk menghormati hak perempuan dalam memilih
pasangan.

Membangun tradisi keagamaan dan adat istiadat yang
mendukung perkawinan maslahat.

Ikut serta mencegah dan melindungi perempuan dari bahaya
pemaksaan perkawinan.
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Tidak menikahkan pasangan secara bawah tangan/sirri bagi
pasangan korban pemaksaan perkawinan.

Mengedukasi orang tua, anak, keluarga, dan masyarakat
tentang bahaya pemaksaan perkawinan pada perempuan.
Memberi konseling spiritual kepada korban pemaksaan
perkawinan.

Masyarakat, Ormas, dan Lembaga di Masyarakat:

1) Memberikan edukasi melalui kampanye komunitas dan
organisasi tentang perlindungan perempuan dari bahaya
pemaksaan perkawinan.

2) Memberikan perlindungan dan pendampingan korban
pemaksaan perkawinan.

3) Menciptakan ruang aman bagi korban pemaksaan perkawinan.

4) Mengefektifkan dan memaksimalkan fungsi Forum Anak dan
PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat).

5) Membuat komunitas penyintas pemaksaan perkawinan untuk
saling mendukung dan menguatkan.

Media:

1) Mengedukasi melalui konten tentang bahaya pemaksaan
perkawinan pada perempuan.

2) Memberikan informasi atau berita berimbang tentang
bahaya pemaksaan perkawinan pada perempuan.

3) Menarasikan pemberitaan yang ramah perempuan dan
anak.

4) Memberikan literasi mengenai pengetahuan dan life skill yang

dapat menguatkan ketahanan diri dari perilaku seksual yang
haram dan beresiko, yang bisa berdampak pada kehamilan
yang tidak diinginkan dan pemaksaan perkawinan.
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Pemerintah:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Mengedukasi masyarakat tentang dampak buruk pemaksaan
perkawinan pada perempuan, pencegahan, dan konsekuensi
hukumnya.

Menyusun peraturan turunan dari Undang Undang No.
12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
(UU TPKS) yang bertujuan untuk menjelaskan langkah
pencegahan dan penanganan kasus pemaksaan perkawinan
pada perempuan.

Membuat kebijakan agar aturan tentang dispensasi kawin
dan itsbat nikah tidak disalahgunakan untuk melegitimasi
pemaksaan perkawinan pada perempuan.

Menyusun rencana aksi daerah terkait pencegahan pemaksaan
perkawinan pada perempuan

Membuat konten kreatif sebagai bentuk literasi digital tentang
bahaya pemaksaan perkawinan pada perempuan oleh dinas
pemerintah terkait.

Mengadakan dan mengggalang kerjasama berbagai lembaga,
organisasi sosial dan keagamaan untuk penyelenggaraan
pelatihan-pelatihan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS)
dan Bimbingan Remaja Usia Nikah (BRUN) yang telah
dimiliki Kementrian Agama RI.

Aparat penegak hukum dan petugas lembaga layanan:

1)

2)
3)

Mengimplementasikan peraturan perundang-undangan, baik
peraturan daerah, nasional maupun aturan internasional
terkait pencegahan pemaksaan perkawinan.

Memberikan sanksi atas pelanggaran peraturan terkait.

Mengambil keputusan dan menentukan kebijakan yang
berperspektif korban.
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